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Abstrak
Endorse adalah salah satu jenis promosi yang sedang digandrungi oleh para pebisnis, penggunaan jasa endorse yang tidak terbatas dapat memudahkan pembeli untuk memilah dan membeli barang dan jasa, namun tidak semua endorser bijak dalam memilih barang yang akan diiklankannya, hal ini tentu saja dapat merugikan para konsumen. Salah satunya kasus Via Vallen dalam endorsement kosmetik ilegal dan Syahrini dalam endorsement biro perjalanan umroh dan haji First Travel. Para endorser yang melakukan promosi melalui media sosial tersebut tentunya merugikan para konsumen yang telah menggunakan produk tersebut, karena mereka tertarik dengan apa yang dipromosikan oleh endorser tersebut. Namun, yang menjadi permasalahan adalah apakah perbuatan endorser yang telah merugikan konsumen tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dapat atau tidaknya endoser dijerat Pasal 55 KUHP sebagai orang yang turut serta dalam tindak pidana dan untuk mengetahui bentuk tindak pidana yang dapat disangkakan terhadap endorse yang mengiklankan produk yang melanggar hukum di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa endorser bertindak seperti perusahaan iklan sehingga pertanggungjawaban endorser adalah bagian dari perusahaan iklan meskipun antara endorser dengan pihak yang memperkerjakan terikat dengan sebuah perjanjian tersendiri. Jika apabila pelaku usaha dikemudian hari melakukan pelanggaran hukum terhadap produk yang diiklankannya, maka endorser juga dapat disangkakan hukuman sebagai pihak yang membantu atau turut serta sesuai dengan Pasal 55 dan 56 KUHP. Endorser yang mengiklankan produk yang melanggar undang-undang di akun media sosialnya, maka dapat dimintai  pertanggungjawaban. Dalam hal ini endorser dapat dijerat sebagai pihak turut serta atau membantu dalam memproduksi iklan dengan dakwaan sesuai  pasal yang dilanggar oleh pelaku usaha yang produknya melanggar undang-undang. 
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Abstract

Endorse is one type of promotion that is being loved by business people, the unlimited use of endorse services can make it easier for buyers to sort and buy goods and services, but not all endorsers are wise in choosing the goods to be advertised, this of course can harm consumers . One of them is the case of Via Vallen in the endorsement of illegal cosmetics and Syahrini in the endorsement of the Umrah and Hajj travel agency First Travel. The endorsers who promote through social media are certainly detrimental to consumers who have used the product, because they are interested in what the endorser is promoting. However, the problem is whether the endorser's actions that have harmed the consumer can be held accountable. This study aims to determine whether or not an endorser can be charged with Article 55 of the Criminal Code as a person who participates in a criminal act and to determine the form of criminal offense that can be suspected of an endorser who advertises products that violate the law on social media. This research is a normative research using a statutory approach and a conceptual approach which is analyzed using prescriptive analysis techniques. The results of the research and discussion state that the endorser acts like an advertising company so that the responsibility of the endorser is part of the advertising company even though the endorser and the employing party are bound by a separate agreement. If a business actor in the future violates the law on the product he advertises, then the endorser can also be charged with punishment as a party that helps or participates in accordance with Articles 55 and 56 of the Criminal Code. Endorsers who advertise products that violate the law on their social media accounts can be held accountable. In this case, the endorser can be charged with participating in or assisting in producing advertisements with charges according to articles that are violated by business actors whose products violate the law.
Keywords: endorser, criminal liability, advertising

PENDAHULUAN 
Periklanan  merupakan salah satu metode yang dilakukan pelaku usaha dalam mempromosikan suatu produk, yang bertujuan mengenalkan  produk kepada khalayak umum. Menurut Lee dan Johnson yang dialihbahasakan  Munandar dan Priatna, bahwa periklanan dapat berupa komunikasi komersil dan nonpersonal tentang suatu perusahaan dan produk-produknya yang ditransmisikan kepada khalayak melalui media seperti televisi, radio, Koran, majalah, direct mail (pengeposan langsung), reklame luar ruang atau transportasi umum (Lee and Johnson 2007). Menurut Fandy Tjiptono mengatakan bahwa iklan adalah dapat menjadi semacam komunikasi tidak langsung yang didukung informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk, yang diatur sedemikian rupa sehingga menciptakan perasaan menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian (Tjiptono 2005). Dari kedua pengertian mengenai iklan tersebut dapat disimpulkan bahwa iklan merupakan suatu bentuk komunikasi yang ditransmisikan kepada  khalayak melalui media yang bersifat massal dengan tujuan untuk mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian terhadap produk pelaku usaha.

Iklan memiliki fungsi sebagai penyedia informasi mengenai produk yang diiklankan. Adapun tujuan iklan adalah Informing (memberikan informasi), Persuading (mempersuasi), Remainding (mengingatkan), Adding value (memberikan nilai tambah), dan assisting (mendampingi) (Shimp 2007). Menurut Tjiptono jenis media periklanan meliputi : (Astuti 2014) 1) Media cetak, macam bentuk iklan pada media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid, brosur, selebaran dan lain-lain. 2) Media elektronik, jenis-jenis iklan pada media elektronik yaitu televise, radio, dan internet. 3) Media luar ruang, jenis-jenis iklan pada media luar ruang adalah billboard, baleho, poster, umbul-umbul, transit (panel bus), balon raksasa dan lain-lain. 4) Media lini bawah, jenis-jenis iklan pada media lini bawah adalah pameran, direct mail, point of purchase, merchandising schemes, dan kalender.

Dilansir dari cnnindonesia.com pengguna internet Indonesia tercatat sebagai warganet yang paling banyak membeli barang secara daring pada Desember tahun 2018. Data yang dihimpun Global Web Index yang dirangkum oleh We Are Social dan Hootsuite ditunjukkan dalam tabel di berikut ini : (Wicaksono 2019)
Tabel 1.1

Daftar Pembeli Online Pada Tahun 2018
	No
	Negara
	Presentase

	1
	Indonesia 
	86%

	2
	China
	82%

	3
	Jerman
	81%

	4
	Inggris
	81%

	5
	Thailand
	80%


Tabel di atas  menunjukkan Indonesia menempati peringkat pertama sebesar 86% sebagai pengguna internet yang gemar berbelanja secara daring melalui perangkat apapun, diikuti oleh China yang menduduki peringkat kedua dengan persentase sebesar 82%. Sementara diperingkat ketiga, keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh Jerman, Inggris dan Thailand. Besarnya minat masyarakat berbelanja secara daring ini membuat semakin banyaknya berbagai macam platform seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia, bahkan media sosial seperti facebook dan instagram. Media sosial khususnya instagram merupakan salah satu platform yang saat ini sedang digemari oleh masyarakat. Sehingga, muncul lah tren baru yakni beriklan melalui media sosial atau yang biasa disebut dengan endorsement. 
Keller dalam jurnal “Celebrity Endorsement As One Of Nowadays Major Ways To Influence Consumer Buying Behaviour” tahun 2015 menyatakan endorsement adalah sejenis pemasaran dimana orang terkenal atau public figure digunakan dalam kampanye pemasaran untuk mengiklankan produk atau layanan dengan menggunakan ketenaran dan tempat di masyarakat (Kansha n.d.). Endorse atau Endorsement berarti dukungan atau saran yang diberikan terhadap sebuah produk atau jasa dimana dukungan tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengaruh, seperti public figure atau artis (Dian Syah Putri 2019). Dengan kata lain, endorsement apat menjadi strategi komunikasi pemasaran dengan menggunakan tokoh-tokoh terkenal seperti artis, fashion blogger, fashion stylist dan lain-lain sebagai alat pendukung dan penunjang minat masyarakat terhadap produk yang ditawarkan di media sosial yang digunakan (Hartati 2019). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa endorsement merupakan suatu bentuk pemasaran dalam mengiklankan suatu produk melalui media internet yang menggunakan orang terkenal atau public figure.
Instagram merupakan salah satu media sosial yang memiliki cukup banyak peminat baik dari segi pembeli maupun para pelaku usaha. Penggunaan influencer atau selebriti lebih disukai karena memiliki daya Tarik tersendiri. Daya tarik selebriti tidak hanya menyangkut daya tarik fisik tetapi juga mencakup 6 karakter yang luhur yang dipersepsikan oleh konsumen dalam diri endorser seperti kemampuan intelektual, kepribadian, karateristik, dan gaya hidup (Shimp 2007). Terdapat dua jenis pemasaran yang umumnya dilakukan melalui media sosial instagram yakni endorse dan paid promote. Endorse, yaitu dukungan atau di media sosial memiliki arti minta dukungan dari orang-orang terkenal seperti artis atau akun yang memiliki banyak pengikut untuk memperkenalkan produk tertentu kepada seorang public figure, kemudian mengunggahnya ke akun mereka (Fahmi 2018). Biasanya para endorser mendapatkan imbalan sesuai dengan perjanjian masing-masing. Sedangkan Paid promote atau biasa disingkat dengan PP dalam dunia bisnis online atau yang lebih dikenal dengan hard selling promote adalah promosi berbayar atau iklan berbayar dimana online shop penyedia produk akan diiklankan di Instagram pihak terkait (Trisca 2020). Meskipun serupa tetapi endorse dan paid promote memiliki perbedaan, yakni dalam paid promote hanya mengenal pembayaran berupa uang sedangkan dalam endorse pembayaran dapat diberikan dalam bentuk uang maupun barang.
Menurut Febe Siahaan, endorsement memiliki beberapa keuntungan seperti meningkatkan omzet penjualan karena produk tersebut sudah terjamin kualitasnya dengan adanya dukungan artis yang dapat meyakinkan followers melalui foto dan konten yang diposting (Kansha n.d.). Keuntungan lain yang didapatkan melalui endorsement ini adalah minat beli konsumen terhadap produk yang diiklankan. Berikut merupakan keuntungan dengan menggunakan endorsement berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang:

Tabel 1.2

Pengaruh endorsement terhadap minat beli konsumen

	No
	Nama Peneliti
	Hasil

	1
	Andi Lina Pratiwi
	Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti adalah Trustworthiness (dapat dipercaya), attractiveness (daya tarik), dan expertise (keahlian) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat beli pengguna media sosial instagram. Besarnya pengaruh trustworthinnes (dapat dipercaya), attractiveness (daya tarik), dan expertise (keahlian) dilihat dari nilai koefisien determinasi (R2 ) sebesar 0,609 atau 60,9% sedangkan sisanya sebesar 39,1% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini. (Pratiwi 2016)

	2
	Dadan Abdul Aziz Mubarok
	Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menghasilkan bahwa Penggunaan selebriti dengan atribut daya tarik, kepercayaan serta keahlian mampu mempengaruhi minat beli konsumen pada sebuah produk. Faktor dominan yang mempengaruhi minat beli konsumen mahasiswa STIE INABA adalah daya tarik selebriti. Kondisi ini dapat dilihat dari tahapan konsumen yang memberikan perhatian (50%), tertarik (65%) serta berkeinginan (47%) untuk mengonsumsi produk yang didukung oleh selebriti. (Mubarok 2016)

	3
	Delavira Rahmania Khansa
	Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa penggunaan endorsement sebagai salah satu bentuk komunikasi pemasaran interactive/ internet marketing dilihat dari enam tujuan komunikasi (communication objectives) menurut Beleh di media sosial Instagram adalah efektif. Sebanyak 98% responden mengatakan bahwa endorsement berhasil membangun citra dari online shop Giyomi, sebanyak 94% responden menyatakan bahwa endorsement berhasil bertujuan sebagai penyebaran informasi, 92% responden menyatakan bahwa endorsement berhasil bertujuan untuk menciptakan kesadaran, 91% responden menyatakan bahwa endorsement berhasil bertujuan untuk menciptakan merek yang kuat dari online shop Giyomi, 82% responden menyatakan bahwa endorsement berhasil bertujuan untuk menghasilkan ketertarikan responden dan tujuan mencoba produk/ jasa online shop Giyomi memiliki posisi paling rendah diantara kelima tujuan komunikasi (communication objectives of interactive/ internet marketing) yaitu sebanyak 81% responden menyatakan bahwa endorsement berhasil merangsang untuk mencoba produk/ jasa online shop Giyomi. (Kansha n.d.) 


Hasil penelitian pada tabel di atas, menunjukkan bahwa penggunaan endorsement dalam pemasaran melalui media sosial Instagram dapat mempengaruhi minat beli pada konsumen. Adanya atribut seperti trustworthiness (dapat dipercaya), attractiveness (daya tarik), dan expertise (keahlian)  yang dimiliki oleh endorser dapat membangun citra yang baik terhadap produk dari pelaku usaha dan menjadi salah satu faktor konsumen ingin membeli dan mecoba produk yang diiklankannya.
Maraknya penggunaan jasa endorse dapat memudahkan para konsumen dalam memilah dan membeli produk maupun jasa, akan tetapi tidak semua endorser bijak dalam memilih produk yang akan diiklankannya, hal ini tentunya dapat memberikan kerugian bagi konsumen. Salah satunya kasus yamg dialami oleh Via vallen, Via mengendorse sebuah produk kosmetik bermerek DSC atau Derma Skin Care Beauty yang ternyata tidak memiliki izin edar. Dilansir dari republika.co.id Kasubdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Rofiq Ripto Himawan menjelaskan bahwa terdapat dua masalah dalam bahan yang digunakan oleh DSC atau Derma Skin Care Beauty, pertama ia menyebutkan ada yang sebenarnya boleh digunakan tetapi harus dengan resep dokter dan yang kedua ada pula bahan yang posisinya dilarang untuk digunakan karena paparan merkuri. Hasil keterangan dari ahli Dinas Kesehatan dan BPOM hal tersebut termasuk penyebab utama kanker kulit. Dalam hal ini Via Vallen menerima uang endorse senilai 7 juta rupiah untuk satu kali endorse produk kosmetik bermerek DSC atau Derma Skin Care Beauty. 
Berbeda dengan Via yang mengiklankan kosmetik illegal, sejumlah artis seperti Syahrini, Julia Perez hingga Vicky Shu juga pernah tersandung kasus endorse biro perjalanan umrah dan haji First Travel. First Travel merupakan biro perjalanan umrah dan haji yang melakukan penipuan dan penggelapan serta pencucian uang terhadap jamaah umrah dan haji, pada tahun 2016 First Travel mulai menggunakan jasa endorse di media sosial Instagram. Berawal dari kisruhnya penyelenggaraan umrah oleh First Travel dengan kegagalam pemberangkatan Jemaah pada tanggal 28 Maret 2017. Sehingga menjadi sorotan oleh Kementerian Agama yang berakhir dengan pencabutan izin operasional First Travel. Kemudian muncullah beberapa nama selebriti yang diduga melakukan endorse. Pada pertengahan bulan Oktober Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menyelidiki keterangan tersangka kasus First Travel dengan penyanyi Syahrini dan keluarganya. Pasalnya dari keterangan para tersangka, First Travel membiayai keberangkatan umrah Syahrini dan keluarga. Namun keterangan dari Syahrini adalah biaya umrah yang diberikan oleh First Travel adalah biaya kerjasama antara First Travel dengan manajemen Syahrini yang mengatakan jika biaya yang diberikan adalah biaya endorse dari First Travel yang mengharuskan Syahrini memposting foto atau produk dari First Travel dengan sekali pos foto seharga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan mengharuskan Syahrini memposting untuk 10 (sepuluh) kali postingan foto. 
Endorser yang melakukan promosi di media sosial tersebut tentunya merugikan para konsumen yang telah menggunakan produk tersebut, karena tertarik dengan apa yang dipromosikan oleh endorser. Namun, yang menjadi permasalahan adalah apakah perbuatan endorser yang telah merugikan konsumen tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, latar belakang tersebut memotivasi penulis untuk mengkaji dan mendalami mengenai hal ini, hingga akhirnya penulis mengajukan perumusan masalah sebagai berikut:
1. Apakah endorser dapat dijerat Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai orang yang turut serta dalam tindak pidana?

2. Apakah bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap endorse yang mengiklankan produk yang melanggar hukum di media sosial ?  
METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative karena mengkaji aturan-aturan yang terkait dengan dapat atau tidaknya endoser dijerat Pasal 55 KUHP sebagai orang yang turut serta dalam tindak pidana dan bentuk tindak pidana yang dapat disangkakan terhadap endorse yang mengiklankan produk yang melanggar hukum di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekataan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dilakukan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum mengenai prinsip-prinsip hukum. Konsep yang akan digunakan pada penelitian ini diantaranya adalah konsep pertanggung jawaban pidana,  endorser, kriminalisasi bagi endorser yang mengiklankan produk di media sosial secara melawan hukum,  dan konsep penyertaan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritarif, artinya mempunyai otoritas (Marzuki 2016). Pada bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi atau catatan resmi, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah : Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Yang terakhir adalah Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum diawali dengan mencari peraturan dan  buku-buku yang relevan dengan topik penelitian ini, kemudian melakukan penelusuran jurnal maupun  berita-berita yang relevan dengan topik pembahasan penelitian ini baik melalui  internet maupun perpustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis preskriptif yakni dengan cara mengidentifikasi fakta-fakta hukum kemudian melakukan telaah terhadap isu hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, selanjutnya menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum dalam bentuk argumentasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Dapat Tidaknya Endorser Dikenakan Pasal 55 KUHP Sebagai Orang Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana
Endorse merupakan salah satu bentuk promosi yang sedang marak digunakan oleh pelaku usaha, tak lain karena menggunakan jasa tersebut dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk pelaku usaha. Pelaksanaan yang dilakukan oleh endorser didasarkan pada perjanjian kerjasama antara endorser dengan pelaku usaha. Perjanjian kerjasama endorse merupakan perjanjian dimana pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan pembayaran atas promosi yang dilakukan oleh endorser, sedangkan endorser kewajibannya yakni melakukan promosi produk milik pelaku usaha. Perbuatan yang dilakukan oleh endorser maupun pelaku usaha tersebut menimbulkan akibat adanya hubungan hukum yang terjadi diantara kedua pihak tersebut. 

Perjanjian yang dilakukan pelaku usaha dengan endorser secara yuridis diatur Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus. Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh endorser dengan pelaku usaha tersebut bersifat bebas, tetapi haruslah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni:

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Adanya kesepakatan yang terjadi antara endorser dengan pelaku usaha dalam melakukan kerjasama endorse.

2) Kecakapan bertindak

Adanya kecakapan para pihak dalam melaksanakan perjanjian, yakni bukan anak dibawah umur dan bukan dibawah pengampuan.

3) Adanya obyek

Adanya obyek atau perihal tertentu yang menjelaskan terkait produk apa yang akan diendorse, pembayaran, waktu durasi endorse, dan terkait hal-hal lainnya yang disepakati.

4) Adanya klausa yang halal

Tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum.

Selain itu, juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

1) Anak yang belum dewasa;

2) Orang yang ditaruh di bawah pengampunan;

3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umunya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Endorser berkedudukan sebagai pihak yang menjadi fasilitator dalam memberikan informasi produk. Perjanjian yang terjadi diantara endorser dengan pelaku usaha termasuk dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu yang diatur dalam Pasal 1601 sampai 1617 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Undang-undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam, yakni (Reza 2015): a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, b. Perjanjian kerja atau perburuhan, c. Perjanjian pemborongan kerja

Dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya untuk dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, dimana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut terserah kepada pihak lawannya. Biasanya pihak lawan  merupakan ahli dan sudah memasang tarif untuk jasanya.

Akibat hukum dari adanya perjanjian yang dilakukan oleh endorser dengan pelaku usaha berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut:

1) Berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak

Para pihak yang berada didalam perjanjian tersebut harus mentaati perjanjian tersebut layaknya sebuah undang-undang. Sehingga , apabila dari salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah dibuatnya, maka hal tersebut sama seperti melanggar sebuah undang-undang sehingga terdapat sanksi yang harus diterimanya. 

2) Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Artinya perjanjian yang telah dibuat mengikat bagi para pihak. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh salah satu pihak. Apabila salah satu pihak ingin menarik kembali atau membatalkan perjanjian tersebut, maka harus mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya. Namun demikian, apabila terdapat alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, suatu perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

3) Pelaksanaan dilakukan dengan itikad baik

Pelaksanaan suatu perjanjian harus dilakukan dengan tidak melanggar norma-norma dan kesusilaan serta peraturan yang ada. Pelaksanaan suatu perjanjian yang baik adalah yang sesuai dengan norma-norma kesusilaan dan kepatutan. 

Akibat hukum perjanjian adalah sah menurut hukum apabila telah memenuhi semua syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dari syarat sah-nya perjanjian tersebut terdapat syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan dalam membuat suatu perikatan, yang terdapat pada poin ke 1 dan 2 Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tidak dipenuhinya syarat subjektif oleh subyek hukum dapat membatalkan  perjanjian. Sedangkan syarat objektif  adanya hal tertentu yang menjadi pokok perjanjian dan sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, yang terdapat pada poin ke 3 dan 4  Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tidak dipenuhinya syarat objektif menyebabkan perjanjian batal demi hukum atau perjanjian dianggap tidak pernah ada. Karena obyek dalam perjanjian antara Via Vallen dengan pelaku usaha mengandung bahan yang dilarang oleh undang-undang yakni penggunaan merkuri dalam produk kosmetik DSC, akibatnya tidak terpenuhinya syarat objektif  perjanjian. Sehingga perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha dengan endorser Via Vallen adalah batal demi hukum. Dilansir dari Cnnindonesia.com, Via Vallen mengaku tidak mengetahui bahwa produk yang diendorse-nya melanggar undang-undang. Akibatnya adalah kesepakatan yang telah dilakukan tersebut dianggap tidak pernah ada.

  Sementara, dalam kasus endorse yang dilakukan oleh Syahrini dengan biro perjalanan umrah First Travel obyek kesepakatannya adalah diharuskannya bagi Syahrini untuk mengunggah foto maupun produk dari First Travel. Dalam sekali unggahan mendapatkan fee sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) (Suhanda 2018). Selain itu, dilansir dari merdeka.com, Syahrini dalam perjalanannya ke Tanah suci mendapatkan fasilitas VVIP. Direktur Biro perjalanan umrah dan haji First Travel melakukan beberapa pelanggaran diantaranya adalah penipuan terhadap jamaah atau konsumen, telah mengabaikan dan menghapus jejak hak jamaah atau konsumen, adanya penetapan biaya dibawah harga biaya harga penyelenggaraan ibadah umrah (BPIU) referensi yang telah berlaku, wanprestasi terhadap jamaah atau konsumen untuk memberangkatkannya 6 bulan setelah pembayaran dan penelantaraan jamaah atau konsumen sebagai akibat dari kegagalan dalam keberangkatan ke Tanah suci. Adanya pelanggaran undang-undang, akibatnya tidak terpenuhinya syarat objektif perjanjian. Sehingga perjanjian yang dilakukan  Syahrini dengan pelaku usaha First Travel menjadi batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Berdasarkan bukti-bukti yang diungkapkan dipersidangan Via Vallen dan Syahrini tidak mengetahui bahwa obyek perjanjian yang disepakatinya melanggar undang-undang, maka mereka berdua tidak dapat dinyatakan bersalah dan perjanjiannya dianggap tidak pernah ada.
Perjanjian endorsement yang menjadi batal demi hukum sehingga perjanjian dianggap tidak pernah ada, meski demikian hal ini tidak menjadikan perbuatan yang dilakukan oleh endorser lepas dari jerat hukum. Yakni dapat dijerat hukum pidana sebagai pihak yang turut serta (deelneming) melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: 

1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu :

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;

2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.
Endorser dapat dijerat dengan Pasal 55 diatas karena membantu dan mendukung tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha yakni mengiklankan produk yang sebetulnya merugikan konsumen.
Endorser dipilih untuk mengiklankan produk pelaku usaha di media sosial, perlu memahami bagaimana kedudukan endorser dalam kerjasama endorse ini. Menurut Taufik H. Simatupang terdapat beberapa pihak dalam bisnis periklanan, yaitu (Maulidia 2020): 1) Perusahaan atau biro iklan, bergerak dalam bidang pembuatan iklan. Dengan demikian, periklanan dapat berupa perusahaan yang menjual jasa periklanan untuk barang atau jasa. Selain itu, perusahaan periklanan juga berfungsi sebagai wadah yang mempertemukan pengiklan dan media (sarana atau tempat instalasi penyiaran). 2) Media penyiar iklan, adalah media komunikasi massa yang meliputi baik media cetak (surat kabar, majalah, tabloid) maupun elektonik (televise, radio) serta media luar ruang seperti (pamflet dan spanduk). 3) Pengiklan (advertisers), yaitu perusahaan atau perorangan sebagai pemasang iklan. Pihak yang dimaksud seringkali adalah produsen atau distributor. Dalam kaitannya dengan publikasi iklan, umumnya inisiatif datang dari pengiklan agar produknya dijadikan iklan. Selanjutnya, perusahaan periklanan (advertising agency) dan/atau media penyiaran dengan persetujuan pengiklan akan secara kreatif menerjemahkan inisiatif dalam bahasa iklan untuk mengembangkan dan menyiarkan iklan untuk keuntungan pengiklan. Ketiga pelaku usaha tersebut dapat diminta pertanggungjawaban bila memproduksi iklan yang merugikan konsumen. Mengenai pelaku usaha mana yang harus bertanggungjawab bergantung pada keputusan hakim yang memeriksa dan memutus sengketa (Dian Syah Putri 2019).

Kedudukan endorser dalam perjanjian  endorsement  sebagai direct source atau sumber langsung dalam menyampaikan  iklan di akun media sosial pribadinya. Endorser bertindak seperti perusahaan iklan karena menjual jasanya dalam beriklan terhadap produk barang atau jasa dari pelaku usaha, sehingga pertanggungjawaban endorser adalah bagian dari perusahaan iklan meskipun antara endorser dengan pihak yang memperkerjakan terikat dengan sebuah perjanjian tersendiri. Adanya perjanjian tersebut mengikat antara endorser dengan pelaku usaha. 
Penyertaan diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut orang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana maka dapat dipidana sama seperti tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku lainnya. Jadi, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana maupun orang yang membantu melakukan perbuatan pidana keduanya dapat diancam dengan hukuman pidana mengikuti hukuman dari orang yang melakukan perbuatan pidana (pelaku utama atau pelaku lainnya). Endorser yang mengiklankan produk dari pelaku usaha, apabila pelaku usaha dikemudian hari melakukan pelanggaran hukum terhadap produk yang diiklankannya, maka endorser dapat dikenakan hukuman sebagai pihak pembantu atau turut serta sesuai dengan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Karena kedudukannya sebagai sumber langsung dalam menyampaikan iklan dan bertindak seperti perusahaan iklan, maka Via Vallen maupun Syahrini dapat disangkakan sebagai pihak turut serta dan dapat dikenakan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni sebagai pihak turut serta dalam tindak pidana memproduksi iklan dengan dakwaan sesuai  pasal yang dilanggar oleh pelaku usaha.
B. Bentuk Tindak Pidana yang Dapat Dikenakan Terhadap Endorser yang Mengiklankan Produk yang Melanggar Hukum di Media Sosial
Setelah mengetahui tindakan endorser dalam mengiklankan produk di media sosial, selanjutnya adalah menganalisis bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap endorser yang mengiklankan produk yang melanggar hukum di media sosial. Bentuk tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a) Secara teoritis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran, b) Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil, c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibagi menjadi tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (dolus) dan tindak pidana yang terjadi dengan tidak sengaja (culpa), d) Berdasarkan macam perbuatannya dibagi menjadi dua yakni delik omisi dan delik comisi, e) Atas dasar ada atau tidaknya pengulangan delik dibedakan menjadi delik mandiri dan delik berlanjut, f) Selanjutnya adalah delik biasa dan delik aduan, g) Yang terakhir adalah delik khusus dan delik umum. Perbuatan yang dilakukan oleh endorser Via Vallen dan Syahrini termasuk ke dalam jenis tindak pidana khusus dan umum karena perbuatannya melanggar aturan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Karena kedudukan Endorser dalam mengiklankan produk di media sosialnya adalah bagian dari perusahaan iklan, sehingga endorser sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:
(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :
a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa.
b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizing yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan;

Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dari pasal tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Via Vallen maupun Syahrini dapat dijerat Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen akibat kelalaiannya dalam mengiklankan produk di media sosial. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh cnnindonesia.com Via Vallen mengklaim bahwa tidak mengetahui produk yang diendorsenya adalah ilegal. Seharusnya, Via lebih teliti kembali dalam menerima produk endorse dengan melihat kelegalan suatu produk melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar tidak merugikan konsumen. Berbeda dengan Via Vallen dalam kasus Syahrini, biro perjalanan umrah dan haji First Travel memberikan layanan perjalanan umrah dan haji dengan biaya yang sangat murah. Dilansir dari cnnindonesia.com, First Travel memasang tarif umrah paling murah Rp 14,5 juta per orang, sedangkan menurut Ketua Himpunan Penyelenggaraan Haji dan Umrah (HIMPUH) Baluki Ahmad mengatakan bahwa biaya layanan yang normal berkisar di angka Rp 21 juta hingga Rp 23 juta. Dengan demikian, seharusnya Syahrini sebagai endorser melihat kewajaran harga yang ditawarkan oleh First Travel dengan harga yang berlaku di pasaran. Sehingga, meskipun Via Vallen maupun Syahrini bukanlah pelaku usaha yang mendirikan usaha tersebut akan tetapi karena perbuatannya sebagai endorser yang merupakan bagian dari pengiklan maka dapat dijerat dengan Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.


Selain itu, endorser tersebut dapat disangkakan sebagai pihak turut serta terhadap usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha karena membantu dan mendukung tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam lapangan hukum pidana, deelneming atau penyertaan menurut sifatnya dibagi atas dua bentuk (Siregar 2018): 1) Bentuk deelneming atau penyertaan yang berdiri sendiri. Bentuk ini menjelaskan bahwa pertanggung jawaban pidana pada tiap orang atau singkatnya  dimintai pertanggung jawaban secara sendiri-sendiri. 2) Bentuk deelneming atau penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Pertanggung jawaban dari peserta digantungkan pada perbuatan yang lainnya. Artinya apabila peserta satu yang melakukan suatu perbuatan dan harus dihukum, maka peserta yang lain juga harus dihukum. Kasus endorse seperti Via Vallen maupun Syahrini termasuk dalam penyertaan yang tidak berdiri sendiri yakni pertanggungjawabannya yang digantungkan pada perbuatan lainnya. Artinya bila peserta satu yang melakukan suatu perbuatan yang termasuk tindak pidana, maka peserta lain juga harus dianggap melakukan tindak pidana. Syarat terjadinya suatu tindak pidana adalah adanya subjek tindak pidana, perbuatan dari tindak pidana, hubungan sebab-akibat (causal verband), adanya sifat melawan hukum (onrechtmatigheid), kesalahan pelaku tindak pidana, adanya unsur kesengajaan (opzet) dan hubungan antara kesengajaan dengan sifat melawan hukum. Sehingga, saat pelaku usaha melakukan tindak pidana maka  endorser juga dikatakan melakukan tindak pidana juga.  Pada dasarnya belum ada aturan khusus yang mengatur terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh endorser yang mengiklankan produk di media sosial, akan tetapi endorser dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena perbuatannya membantu dan mendukung tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal ini merupakan kriminalisasi bagi endorser sebagaimana syarat kriminalisasi yaitu penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut dan apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan. Perbuatan yang dilakukan Via Vallen maupun Syahrini dapat dikatakan sebagai deelneming atau penyertaan karena termasuk dalam bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Selain itu, adanya tindakan kurang hati-hati oleh endorser dalam mengiklankan produk dapat diklasifikasikan sebagai kealpaan. 
Deelneming atau penyertaan diatur Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana orang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana maka dapat dipidana sama seperti tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku lainnya. Misalnya ada orang yang turut serta dalam penipuan, maka orang yang turut serta dalam penipuan tersebut dapat dijerat pasal penipuan. Sementara dalam hal pembantuan telah diatur dalam Pasal 57 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni:

(1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.

(2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.

(4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Jadi, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana maupun orang yang membantu melakukan perbuatan pidana keduanya dapat diancam dengan hukuman pidana mengikuti hukuman dari orang yang melakukan perbuatan pidana (pelaku utama atau pelaku lainnya).


Kasus endorse yang dilakukan Via Vallen maupun Syahrini tidak dapat dijerat pidana karena baik Via Vallen maupun Syahrini mengaku tidak mengetahui bahwa obyek perjanjiannya telah melanggar undang-undang. Akan tetapi, kedua endorser tersebut karena kelalaiannya atau ketidak hati-hatiannya dalam menerima produk endorse seperti yang telah dijelaskan diatas, dapat dijerat sebagai pihak yang turut serta atau membantu dalam memproduksi iklan dengan dakwaan sesuai  pasal yang dilanggar pelaku usaha yang produknya melanggar undang-undang atau sebagai pengiklan yang memasarkan produk dari pelaku usaha. Pelaku usaha yang memproduksi kosmetik ilegal tersebut telah melanggar Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. Kemudian, berdasarkan kedudukannya sebagai turut serta maka Via Vallen  sebagai endorser pun juga dapat disangkakan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Pasal 55 ayat 1 Kitab Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Begitupun Syahrini, dalam hal ini pelaku usaha melakukan penipuan dan penggelapan dana biro umrah dan haji First Travel dijerat Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kemudian, berdasarkan kedudukannya sebagai turut serta maka, Syahrini sebagai endorser dapat disangkakan pasal yang sama dengan pelaku tindak pidana yaitu Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan endorser dalam perjanjian  endorsement  adalah sebagai direct source atau sumber langsung dalam menyampaikan  iklan di akun media sosial pribadinya. Endorser bertindak seperti perusahaan iklan karena menjual jasanya dalam beriklan terhadap produk barang atau jasa dari pelaku usaha, sehingga pertanggungjawaban endorser adalah bagian dari perusahaan iklan meskipun antara endorser dengan pihak yang memperkerjakan terikat dengan sebuah perjanjian tersendiri. Adanya perjanjian tersebut mengikat endoser dengan pelaku usaha, bila pelaku usaha dikemudian hari melakukan pelanggaran hukum terhadap produk yang diiklankannya, maka endorser dapat disangkakan sebagai pihak yang membantu atau turut serta sesuai dengan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Endorser yang mengiklankan produk yang melanggar undang-undang di akun media sosialnya, maka dapat dimintai  pertanggungjawaban. Hal ini merupakan kriminalisasi terhadap perbuatan endorser. Dalam hal ini endorser dapat dijerat sebagai turut serta atau membantu dalam memproduksi iklan dengan dakwaan sesuai  pasal yang dilanggar pelaku usaha yang produknya melanggar undang-undang atau sebagai pengiklan yang memasarkan produk dari pelaku usaha di akun media sosial pribadinya.
B. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan permasalahan endoser adalah :

1. Sebelum melakukan endorsement di media sosial endorser seharusnya lebih teliti dan berhati-hati  melakukan kontrak dengan pelaku usaha, harus lebih  selektif terhadap produk yang akan diiklankannya serta menggali lebih dalam terkait dengan pelaku usaha yang menawarkan endorse kepadanya. Sebelum  melakukan promosi di media sosialnya, harus berpedoman pada etika periklanan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perlunya pembaharuan peraturan terhadap periklanan khususnya terhadap endorsement, karena adanya perkembangan teknologi dan informasi yang menyebabkan maraknya penggunaan jasa endorse. Pembaharuan ini diperlukan agar para pelaku usaha yang menggunakan jasa endorsement tidak melanggar hak-hak konsumen, pun demikian bagi para endorser agar endorser dalam melaksanakan kegiatan endorsement lebih berhati-hati dan tidak merugikan konsumen. Selain perlunya pembaharuan terkait dengan peraturan hukum, penting untuk memberikan pengawasan terhadap iklan yang dipublikasikan melalui media social demi perlindungan terhadap konsumen.
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